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ABSTRAK

RIFKA YUSUF NIM : H.11.16.293. JUDUL “Anasilis Hukum
TerhadapMantanNarapidanaKorupsiMenjadiCalonLegislatifPasca
PutusanMahkamahKonstitusiNomor:59/PUU-XVII/2019”.Dibimbing
olehBapakBaso SalewangengselakuPembimbingIdanIbuYetiS.
HasanselakuPembimbingII.

Tujuanpenelitianiniadalah:(1). Untukmengetahuikedudukan
mantan narapidana korupsimenjadicalon legislatif pasca putusan
MahkamahKonstitusinomor:59/PUU-XVII/2019,(2).Untukmengetahui
pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusinomor:
59/PUU-XVII/2019..

JenisPenelitianinimenggunakanjenispenelitianhukum Normatif
yaitu penelitian dengan mengkajistudidokumen,yaknimengunakan
berbagaidata sekundersepertiperaturan perundang-undangan,teori
hukum,dandapatberupapendapatparasarjana.

HasilPenelitianinimenunjukkanbahwa(1).Ketikamembuatsuatu
peraturan atau perundang-undangan harus merujuk keperaturan yang
semestinyaatauundang-undang1945agarsetiapperaturanyangdibuat
tidakbertentangandenganperaturanlain.(2)SetiapKeputusanyangdi
berikan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusidan Mahkamah
Agungsudahmelaluiprosesyangyangpanjangdanmemlikikepastian
hukum yangharusditaati..

BerdasarkanhasilpenelitiantersebutdapatdiRekomendasikan:(1)
TerdapatpertentanganantraPKPUnomor20tahun2018denganUndang-
undangnomor7tahun2017tentangpemilu,serata pasal28hurufD
Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiatahun1945,dimana
peraturanbertentangandeanganUndang-Undangyanglebihtinggi.(2)
Kita perlu lebih berhati-hatidalam merumuskan peraturan-peraturan
apalagiperaturanyangtersebutdiatasberkaitandenagnhak-haksetiap
warganegara.

KataKunci:Narapidana,Korupsi,HakPolitik

viii
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ABSTRACT

RIFKA YUSUFNIM:H.11.16.293.TITLE"LegalAnasilisAgainstFormer
Corruption Prisoners Becoming Legislative Candidates after the
ConstitutionalCourtDecisionNumber:59/PUU-XVII/2019".Supervised
byMr.BasoSalewangengasAdvisorIandMrs.YetiS.HasanasAdvisor
II.

Theobjectivesofthisstudyare:(1).Tofindoutthepositionof
formercorruptionconvictsto becomelegislativecandidatesafterthe
ConstitutionalCourtdecisionnumber:59/PUU-XVII/2019,(2).Tofind
outtheJudge'sconsiderationintheConstitutionalCourtdecisionnumber:
59/PUU-XVII/2019.

Thistype ofresearch usesa type ofNormative legalresearch,
namelyresearchbyexaminingdocumentstudies,namelyusingvarious
secondarydatasuchasstatutoryregulations,legaltheory,andcanbein
theform oftheopinionsofscholars.

Theresultsofthisstudyindicatethat(1).Whenmakingaregulation
orlegislation,itmustrefertotheappropriateregulationsorthe1945law
sothateveryregulationmadedoesnotconflictwithotherregulations.(2)
EverydecisiongivenorruledbytheConstitutionalCourtandtheSupreme
Courthasgonethroughalongprocessandhaslegalcertaintythatmust
beobeyed.

Basedontheresultsofthisresearch,itcanberecommended:(1)
ThereisaconflictbetweenPKPUnumber20of2018andLawnumber7of
2017concerningelections,eventhougharticle28letterD ofthe1945
Constitution ofthe Republic ofIndonesia,where the regulations are
againsttheLaw -Ahigherinvitation.(2)Weneedtobemorecarefulin
formulatingregulations,letalonetheregulationsmentionedaboverelating
totherightsofeverycitizen.

Keywords:Prisoners,Corruption,PoliticalRights
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BAB I

PENDHULUAN

1.1LatarBelakangMasalah

Perkembangan hukum di indonesia mejadi pengharapan

mengciptakanhukum yangmenjiwaibangsa.negaraindonesiaadalah

Negaraberkembang,makasistem hukum diindonesiamasihmengalami

perubahanmencrisesutusistem hukum yangtepatuntukditerapkan.

Banyaknyaa pemikiran yang beragam untuk mengarahkan hukum

Indonesiamenujusistem yangbisamedukungsemangatbanga.Karena

terlalubanyakbentukhukum yangterdapatdiindonesiamenyebabkan

banyak terjadikonflik hukum yang berkembang baik hukum tertulis

maupunhukuntidaktertulis(hukum dadat/hukum kebiasaaan).

Dasarnegaraindonesiaadalahpancasiladanhukum dibatasioleh

perundang-undangan.Indinesia sendiridapatdisebutsebagainegra

demokrasi. Dalam demokrasi pemerintaahannya memberikan

kesempatanbagirakyatuntukmengabilkeputusan atauberpendapat.

Berdemokrasimerupakansuatutatanankehidupdiberbagainegaradan

menjadisalahsatupilihandiduniapadaumunya.berdemokrasiterlahir

darituntanmassyarakatbaratyangakanmempermasalahkahakdan

kedudukannyayangsamadidihadapanhukum.Halinidikarenapada

masa sebelum adanya deklrasiAmerika serta Prancis,setiap warga

dibeda-bedakankedudukannyabaikdihadapanhukum maupundalam
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ttanansosialmasyarkat.

Hukum merupakan produk politik,inimerupakan pengertian yang

membedakan yang benardan yang salah jika berdasarkan pada

keinginandanhukum setidaknyadapatdiartikansebagaisuatuundang-

undang.Semetara itu hukum dan politik saling berhubunagan bisa

berdasarkanpadapandangankenginan(dassollen)ataskenyataan(das

sein) .Hukum dapatberartisebagaiperaturan perundang-undang

(Undang-Undang/Putusanperadilan).

Ketika mengunakan kata kenginan hukum merupakan landasan

mencarisuatukebenaranyangpastidanmemberikanpengertianhukum

diluardariperundang-undangbahwapernyataanhukum menjadiproduk

politiktentutidakdibenarkan.Kemungkinayangpastiadalahpolitik

sebagianprodukhukum.Justrubisadikatakankeduapendapattersebut

tidakdibenarkanmengunakandugaandanpikirandasarasasdassollen-

sien.Begitupulajikaharusmembahaskorupsiterkaitdengankoruptor

yangmajudalam pemilu.X-korupyangterkaithukum Undang-Undang

korupsijustrudiawalmasamenjabatdansudahmeleukanpengucapan

sumpahtidakpernahakanmelakukankorupsisebagaizonaintegritas.

HarapanNegaraIndonesiatanpakoruptorseakanmenjadi“kutukan’’

Negaradenganjumlahkasuskorupsiyangcukuptinggi’

Dan apabila Mahkama Konstitusimembatalkan pasal4 ayat(3)

Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU)Nomor20 Tahun 2018
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karena pasaltersebutbertentang dengan undang-undang Nomor7

Tahun2017tentangpemilu.Sertapasal28hurufDUUNegaraRepublik

IndonesiaTahun1945.

Menurutpasal1ayat(2)Undang-UndangDasarRepublikIndonesia,

kedaulataanberadaditanganrakyatdandilaksanakanmenurutUndang-

UndangDasar1945.Sedangkanaturandalam pasal1ayat(3)UUD1945

menyatakanbahwanegaraIndonesiasebagaiNegaraHukum.1 pasal1

ayat(3)merupakanpembuktianbahwanegaraindonesiaadalahhukum

danpemilhanumm diselengerkanseratadilaksakansecrabebastanpa

terkecualidengaanadsnya penjaminandarinegara.2 inimenunjukan

bahwademokraasimerupakanhakyanghakikidimilikisetaiprakyatdan

jamindalam berkonstitusi.Pelaksanaanbemokrasiyangdiwujudkan

dalam pemilohanumum yangsecaralangsung,umum,bebasdandan

rahasi.Pemilihan umum merepakan saranabagisetiap masyarakyat

memberikanaspirasidankepeentingandalaam kehidupanberbangsadan

bernegara.Lebiihdariitupeemilumenjadikebutuhanyangsangatdi

perlukanolehpemerintahuntukmemperlihatkankekuasannya.3

Bermula daripenelitian terhadap setiap caalon legiislatif yang

berkatan deengan kemampuan dan inteegritas. Calon legislatif

diharuskan mepunyai rekam jejak yang baik dan bereputasi.

1JimlyAsshiddiqieGagasanKedaultanRakyatDanPelaksanaanyaDiIndonesia,Jakarta:
PTichtiarBaruHgeve1994.Hlm 59
2TopoSantosoDanevaAchjaniZulfaKriminoligi,Jakarta:Rajawali2003.Hlm 5
3AffanSulemanDemokrasi,PartaiPolitik,danPemilihan,JurnalIlmuPemerintahan.
2015.Hlm 20
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Permasalahanyangbermunculanketiikacalonlegislatifyaangmemiiliki

jejakyangburukyangdilakukandimasayanglaluataupernahmenjadi

terpinada(tersandungperkarakorupsi)menjadikanpenilayanyangtidak

cukupbaikmendudukijabatanseabagaipemerintah.

Undang-Undang merupakan peraturan yang sudah mengariskan

beberapahalyaangbolehdilakaukan,harusdilakukandanbeberapahal

yang tidakboleh dilakukan (dilarang),namun dalam kenyataanya

mansiaseringlupaatauseengajamelangarbeerbagaiketntuanatau

perturan dengan latarbelakang yang berbedatermasuk daalam

pelangaran pemilu.Pemilihan umummerupakan wujud paling nyata

sebagaipelaksanaandemokraasiapakahapakahpihakpenyelengara

(Pemerintah,KPU danPanwaslu)ataupihakpesertapemilihanumum

(Rakyatdan Para Calon)yangselalu melakukukan pelanggaranoleh

karenitusemuaapelangaranpemiiluhausditindak,danperbutanyang

bermaksudmembautpemilihanumuum itumenjadiyangtidakdemokrasi

yaituketidakmemilikikeadilandankejujuran.

Munculah pembicaraan tentang legitimasi x-korup timbul ke

pertengahan masyatratketika ikutserata dalam pesta demokrasi.

Pembicaraan yang sangat sensitif mengingat putusan Mahkamah

Konstitusiyang bersifatconstitusionaltentang bakalcalon legislatif

apabila memilikipengalam pahitsampidengan dieksekusiputusan

inkrachtolehpengadilan.
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SehinggabersifatcontitusionaltimbulketikaMahkamahKonstitusi

menggapperaturanPKPU bertentangdenganpembentukanperaturan

perundang-undangandiatasnyayaituUUPemiluJunctoUndang-Undang

nomorv 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perudang-

Undangan.Prodankontraterhadappermasalahaninitimbulsejak2Juli

2018dikalanganpengamatpemilu,parpol,akademisidanmasyarakat.

Di sisis lain negara harus hadir untuk menghindari atau

menanggulaingipraketkorupsi,lantaranberdampakyangyangsangat

luas,tidakmengherankan,x-korupsipunsudahmunculdikategorikan

sebagaiextraordinarycrime.Bahkannegaratak hentinyamelakukan

inovasidalam mendalaminilai-nilaiantikorupsi.Dimulaidaripendekatan

kebudaya,sosoial,hinggakesisipendidikan.

Berulang kaliterhalangan akibat huukum yang tumpang tindih

terhadapmasyarakat.Belum lagimenyoalkantetanghakasasimanusia

yang diaturdalam pasal28 hurufD Undang-Undang DasarNegara

Republik Indonesia 1945 menyatakan Bahwa “setiap orang berhak

memperolehkesempatanyangsamadalam pemerintahan.

Berlandaskanbunyipasaldiatasdisebutkandalam hal:pemilu,hak

politiknegaradalam pemilihanumum termasukpemilihankepaladaerah,

yaknihakuntukmemilihdandipilihmerupakansuatuhakasasiyangdi

jamindalam Undang-undangRepunlikIndonesiaTahun1945.

Darilatarbelakandiataspenyajiinginmengkajihaltersebutlebih
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mendalam terkaitlaranganmantannarapidanax-korupsimenjadicalon

anggotalegislatifsetelahputusanMK.

1.2RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangdiatasmakapenelitianinidifokuskan

padaduarumusanmassalahsebagaiberikut:

1.Bagaimanakedudukanmantannarapidakorupsidalam pemilihan

anggota legislatif sebelum dan sesudah putusan Mahkama

KostitusiNomor42/PUU-XIII/2015?

2.Bagaiman pertimbangan hakim dalam putusan Mahkama

KonstitusiNomorr42/PUU-XIII/2015?

1.3TujuanPenelitian

Adapuntujuandaripenelitianadalahsebagaiberikut:

1.Untukmengetahuikedudukanmantannarapidanakorupsidalam

pemilihan anggota legislatif sebelum dan sesedah putusan

MahkamaKonstitusiNomor42/PUU-XIII/2015.

2.Untukmengetahuipertimbanganhakim dalam putusanMahkama
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kontitusiNomor42/PUU-XIII/2015.

1.4ManfaatPenelitian

AdapunmafaaatPenulisan:

1.ManfaatTeoritis

Penelitian inidiharapkan menjadisuatu wacana baru dalam

pemikiran hukum bagipara akademisiyng hendaakmengkaaji

secaradalam tetangUndang-UndangPemilu

2.SecaraPraktis

Penelitianiniditujukanpadakalanganpraktisihukum agardapat

lebihmemperjelaslagiUndang-Undangtentangpemilihanumum

terkaittentangmantannarapidakorupsiyanginginmenjdicalon

anggotalegislatif.Penelitianinijugadapatmenjadirujukanbagi

perumusankebijakanundang-undangdemimemperjelashukum

tersebut.Dalam peraturanyangbaikadalahperaturanyangtidak

hanya memenuhipersyaratan-persyaratan benarsebagaisuatu

peraturan,tetapimenimbulkanrasakeadilandankeputusandan

dilaksanakandalam kenyataannya.
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BABII

TINJAUANPUSTAKA

2.1SejarahDemokrasi

Adaempatpriodepembagiandemokrasidiindonesiayaitu:periode

1945-1959,peride1959-1965,periode1965-1998,danperodepascaorde

baru. Demokrasi pada peride1959-1965 di kenl denagn sebutan

parlementer,sistem iniberlakuselmasebulaansetelahkemerdekaandi

proklamasiakan.Namundemikian,modeldemokrasiinidianggapkurang

cocok untuk Indonesia. Lemahnyaa budaya demokrasi untuk

mempraktikandemokrasimodelbaratinitelahmemberipeluangsangat

besarkepadapartai-partaipolitikmendominasikehidupansosialpolitik.

Ketiadaan budaya demokrasiyang sesuaidengan sistem demokrasi

parlementer iniakhirnya politik berdasrkan kekuasaan dan Agama.

Akibatnyapemerintahanyangberbasispadakualisipolitiknasionalpada

masainijarangdapatbertahanlama.Halinimengakibatkandestabilitas

politik nasionalyang mengancam integritas nasionalyang sedang di

bangun,demokrasipasca periode 1959-1965 inidi kenaldengan

sebutaandemokrasiterpimpin.Ciri-ciridemokraasiiniadalahdominan

politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan

tentara(ABRI)dalam panggungpolitikindonesia.Halinidisebutkanoleh

lahirnyadektripresiden5juli1959sebagaiusahamencarijalankeluardari

kebuntuanpolitikmalaluikepemimpinanpersonalyangkaut.Demokrasi
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pada perode 1965-1998 merupakan masa pemerintahan presiden

soehartodenganordebarunya.Ordebarumerupakankritikpadaperiode

sebelumnya. Seiring pergantian kepemimpinan nasional,demokrasi

presidenseokarnotelahdigantioleheliteordebaruDemokrasiPancasila.

SampaisengansekarangDemokrasipascaordebarudisebutera

reformasi,samapaidengan sekarang.Periode in erathubungannya

dengangerakanrepormasirakyatmenurutpelaksanaandemokrasidan

HAM secara konsikuen.penuntutan iniditandaidengan lengsernya

PresidenseohartotampukdarikekuasaanOrdeBarupadaTahun1998,

setelahkuranglebihdaripuluhtahun(30)berkuasadenganDemokrasi

pancasilanya.penyelewenganatasdasarNegaraPancasilaolehpenguasa

OrdeBaruberdamapakpadasikapantipatimasyarakatterhadapDasar

NegaraatauPancasila.PancasilaadalahsumberDemokrasiIndonesia

dan UUD 1945 sehingga sering disebutDemokrasiPancasila.Pada

DemokrasiPaancasila kebebasan individu tidakbersikap mutla,tetap

harusdengantanggungjawabsosial.Pemerintahandemokrasiadalah

pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan oleh rakyat maka

persoaalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung

mengenaisoalrakyatsebagaipenduduk dan warga dalam hak dan

kewajibanmeraka.Dengankatalainpaham tersebutmemiliartibahwa

suatupemerintahanyangmemegangkekuasaantertinggiadalahrakyat.

Dalam artiansetiappemerintahharusmengambilkeputusanyangakandi

jaadiaknkebijakanmakarakyatselaludiikutsertakandalam agenda
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tersebutmemaluiperwakilanyangdudukdiDewanPerwakilanRakyat.

PadamasalaluDemokrasidipahamihanyabentukdaripemerintahan.

Berbedalagidenganmasasekarangdemokrasidipahamilebihluaslagi

sebagaisistem pemerintahanataupolitik.

2.2PengertianDemokrasi

2.2.1 PengertianDemokrasi

BanyaksekalipengertianDemokrasidilihatdarisudutpandang

triminologiyangdikemukakanolehparaahlipolitik.Merekamemberikan

definisisesuaidengansudutpandangyangberbeda.Demokrasiadalah

sistem yangmenunjukanbahwakebijakanumum ditentuknolehwakil-

wakilyangdiawasisecaraefektifolehrakyatdalam pemilihanberkala

yang di dasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan di

selengarakaandalam suasanaterjaminnyakebebasanpolitik.Sehingga

demokrasiadalahpemerintahandarirakyatyangmempunyaimaknayaitu

pemerintahandarirakyat,olehrakyat,danpemerintahanuntukrakyatyang

penuhdengantanggungjawab.

Demokrasibermakna sebagaidasarhidup bermasyarakatdan

bernegara mengadung pengertian bahwa rakyatlah yang meberikan

ketentuan-ketentuan dalam mengenasi masalah-masaalah hidupnya,

termasukdalam nilaikebijakanNegara,kareanakebijakannegaratersebut

karenaakanmenentukankehidupanrakyat.DengandemikianNegarayang
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menganut sistem demokrasiadalah Negara yang diselengarakan

berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut pandang

Organisasi,DemokrasiadalahpengorganisasianNegarayangdilakukan

olehrakyatsendiriatauataspersetujuanrakyatkarenakedaulatandi

tanganrakyat.Adapunkesimpulandaripendapatdiatasadalahbahwa

hakikidemokrasisebagaisuatu sistem bermasyarakatdan bernegara

seratpemerintahanmemberikanpenekakanpadakeberadaankekuasaan

di tangan rakyat baik dalam penyeelengaraan berada di tangan

mengandungbeberapapengertianyaitu:

a. Pemerintahan dari rakyat (gofernment of the people )

mengandungpengertianyangberhubungandenganpemerintahan

yangsahdaandiakui(legimategofernment).Pemerintahanyang

diakuiadalahpemerintahanyangmendapatkanpengakuandan

dukunganrakyat.Pentingnyalegitimaasibagisutupemerintahan

adalahpemerintahyangdapatmenjalankanrodabirokrasidan

program-programnya.

b. Pemerintahanolehrakyat(governmentbythepeople)pemerintah

oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalakan

kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri

pengawasanyangdilakukanolehrakyat(sosialcontrol)dapat

dilakukansecaralangsungolehrakyatmaupuntidaklangsung

(melaluiDPR).
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c. Pemerintahan untuk rakyat (governmentforthe people )

mengadungpengertianbahwakekuasaanyangdiberikanoleh

rakyatkepda pemerintah dijalaankan untukkepentingan ryat.

Kepentingan diharuskan menjmin adanya kebebasaan seluas-

luasnya kepada rakyatdalam menyampaikan aspirasinya baik

memaluimediapersmaupunsecaralangsung.

2.2.2 Macam-Macam Demokrasi

Adaberapamacam demokrasiyaitu:

1. Demokrasiyang menetapkan kedudukan dalm legislatiflebih

tinggidaripadaeksekutifyakitudemokrasiparlementer.Yangdi

pimpinolehseorangperdanmentri.Perdanamentridanmentri-

mentridalam kabinetdiangkatdandiberhentikanolehparlemen.

Dalam demokrasiparlementerPresidenmenjabatsebagaikepala

negara.

2. Amerikaserikaatmenganutdemokrasidengansistem pemisah

kekuasaan.dalam sistem inikekusaanlegislatifdipegangoleh

kongres, kekusaan eksekutif di pegangoleh presiden, dan

kekuasaanyudikatifdipegangolehMahkamaAgung.

3. Sistem demokrasiyang paling mencolok adalah demokrasi

referendum.Adapunpengertianreferendum adalahpengawasan

yang dilakukan oleh rakyatdengan cara referendum.Sistem

Referendum menunjukansuatusistem pengawasanlangsungoleh
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rakyat.

Demokrasibukanlahkatabenda,tetapimerupakankatakerjayang

mengadung artisebagaiproses dinamis.Demokrasiadalah proses

menuju dan menjaga civilsosaitiyang menghormatidan berupaya

merealisasikannilai-nilaidemokrasi.

Pandangan hidu demokrasiterlaksana dalam abad kesadaran

universalsekarangg ini,maka nilai-nilaidan pengertiannya harus di

jadikanunsuryangmenyatudenagnsistem pendidikanuntukrakyat.

Tumbuhdanberkembangdekmokrasidalam suatunegaramemerlukan

suatuideology terbuka,yaituideologyyangtidakdirumuskan“sekali

danuntukselamanya’’(onceandforall),tidakdenganideologytertutup

yaituideologyyangkonsepnya(prespt)dirumuskan“sekalidaan

selamanya’’sehinggacenderungketinggalanzaman(obselate,seperti

terbuktidenganidioligykomunisme).Dalam halinipancasilasebagai

ideologyNegaraharusditatapdanditangkapsebagaiideologyterbuka,

yaituterlepasdarikatariteralnyadalam pembukaanUUD1945.Ideology

NegaraPancasilaIndonesiadalam perjumpanyadengan konsep dan

sistem demokrasiterbukaterhadapkemungkinanproses-proses‘coba

dansalah‘(trialanderor),dengandemikiansecaraterbukapulauntuk

terusmenerusmelalukankoreksidanmemperbaiki,justrutitikkuatsuatu

ideologyyangadapadasuatuNegaraketikaberhadapandengansuatu

demokrasiadalahruangketerbukaan.Karenademokrasidengansegala

kekurangannya untuk mengoreksi dirinya sendiri memalui
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keterbukananyaitu.Jadibilademokrasiingintumbuhdanberkembang

dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideology Pancasila

masyarakatIdeologytersebutsebagaiideologyterbuka.

demokrasidalam praktiknyadapatdilihatsebagaigayahidupdan

tatananmasyarakat.Adaenam nilaimasyarakatdemokraasiyaitu:

1. Menyelesaikanperselisihandengandamaidansecaralembaga.

Dalaam alam dekmokrasiperbedaanpendapatdankepentinandi

anggapsebagaihalyangwajar.Perselisihanharusdiselesaikan

denganperundiangdandiaalog,untukmencapaikompromi,dan

mufakat.

2. Menjaminterselengarakanperubahandalam masyarakatdengan

damai dan tampak gejolak. Pemerintah harus dapat

menyelesaikan kebijaksanan terhadap perubahan-perubahan

tersebutdanpengendaliannya.

3. Menyelengarakan pergantian pemimpin secara teratur.Dalam

masyarakatdemokratis,pegantian kepemimpinan atas dasar

keturunan,pengangkatandirisendiri,dancoupd’eat(perebutan

kekuasaan)dianggapsebagaicara-carayangtidakwajar.

4. Menegakanpengunaankekerasanseminimalmungkin.Golongan

minoritasyangbiasanyaakanterkenapaksaanakanmenerimanya

apabiladiberiesempatanuntukikutmerumuskankebijkan.
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5. Mengakuidanmengaagapwajaradanyakeanearaman.Untukitu

perluterciptanyaamasyarakatyang terbukadanbebaspolitik,

tersedianya berbagaialternatifdalam tidakan politik.Namun

demikian keanaekaragaman itu tetap berda dalam kerangka

persatuanbangsadannegra.

6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam msyarakat domokratis,

keadilanmerupakancita-citabersamayangmenjangkauseluruh

anggotamasyarakat.

2.3PemilihanUmum

2.3.1PenertianpemilihanUmum

BerdasarkanUUD Tahun1945Bab1pasal1ayat(2)kedaulan

beradaditanganrakyatdandilaakukanmenurutUndang-UndangDasar.

Dalam demokrasimodernyangmenjalankankedaulatanituadalahwakil-

wakilrakyatyangditentukansendiriolehrakyat.Untukmenentukan

siapakahyangberwenangmemilihrakyatmakadilaksanakanpemilihan

umum.Pemilihanumum adalahsuatucaramemilihwakil-wakilrakyat

yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyatserta salah satu

pelayananhak-hakasasiwarganegaradalam bidangpolitik.

MenurutUndang-UndangNomo8Tahun2012tentangPemilihan

Umum AnggotaDewanPerwakilanRakyat,DewanPerwakilanDaerah,
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Dewan Perwakilan RakyatDaerah.Pemilihan Umum adalah sarana

pelaksanaan kedauatan rakyatyang dilaksanakan secara langsung,

umum,bebas,rahasia,jujurdanadildalam NegaraKesatuanRepublik

IndonesiaberdasarkanPancaasiladanUndang-undang DasarNegara

RepubliIndonesiatahun1945Pemilihdalam pemiludisebutjugasebagai

konstituen,dimanaparapersertaPemilumenawarkanjanji-janjidan

programnyapasamasakampanye.

Kampanye dilakukan selama diwatu yang telah ditentukkan

menjelangharipemungutansuara.Setelahpemungutansuaradilakukan

prosespenghitungandimulai.Pemenangpemiluditentukanolehaturan

main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah di

tetapakandandisetujuiolehparapeserta,dandisosialisasiakankepara

pemilih.Prosespemilihan umum merupakan bagian daridemokrasi.

Pemilihanumum (pemilu)merupakansalahsatuhakasasiwarganegara

yangsangatprinsip.Dikarenakandalam rangkapelaksanaanhak-hak

asasiadalah suatu keharusan bagipemerintah untukmelaksanakan

pemilu.Sesuaidengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulatmaka

semuanyaituharusdikembaliakankepadarakyatuntukmenentukanya.

Ialah suatu pelangaran suatu hak asasiapabila pemerintah tidak

mengadakanpemiluataumemperlambatpemilu.

Daripengertiaandiatasdapatdisimpulkan,bahwapemilihan

umum adalahprosespemilihanataupenentuansikapyangdilakukukan

olehsuatumasyarakatuntkmemilihpenguasaataupunpejabatpolitik
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untukmemimpinsuatuNegarayangjugaadiselengarakanolehNegara.

2.3.2. TujuanPemilu

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakilraakyatyang

reperentifdanselanjutnyamenentukanpemerintahan.Dalam UUD1945

BabVIIBpasal22Eayat(2)pemilihanumum diselengarakaanuntuk

memilih Dewan Perwakilan Rakyat(DPR),Dewan Perwakilan rakyat

Daerah (DPD),Presiden danWakilPresidensertaDewanPerwakilan

RakyatDaerah(DPRD),kemudiaandijabarkandalam UURINomor15

Tahun 2011 bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan

kedaaulatan rakyat sesuaidengan amanat konstitusionalyang di

selengarakan secara langsung,umum,bebas,rahasia jujur,dan adil

dalam raangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut

Prihatmokodalam pelaksanaanpemilumempunyaiduatujuanyakitu:

a. Pemilusebagaipemindahankonflikkepentingandarimasyarakat

kepedabadanperwakilanrakyatmemaluiwakil-wakilyangterpilih

atau partai yang memenangan kursi sehingga inttegritas

masyrakattetapterjamin.

b. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, mengerakan atau

mengalangdukunganrakyatterhadapNegaradanpemerintahan

denganjalanikutsertadalam prosespolitik.
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2.3.3. Sistem Pemilu

Dalam prespektifilmu politikdikenalbermacam-macam sistem

pemilihanumum,akantetaapiumumnyaberkisarpadaduaprinsippokok

yaitu:“singlememberconstituency(satudaerahpemilihanmemilih

satukali,biasnaydisebutsistem Distik)danmultimembercostituency

(suatudaerahpemilihanmemilihbeberapwakil;biasanyadinamakan

proprortionalRepresentationatausistem perwakilanberimbang)

1.Sistem Disrtrik (Sigle-memberconstituency )ialah suatu

sistem pemilihanyangdiangapsudahsangatlamadigunakan

dan didasarkan ataskesatuan geografis(yang biasanaya

dsebutdistrikkarenakecilnyadaerahyangdiliputi)mempunyai

satuwakildalam DewaanPerwakilanRakyat.Untukitukeperluan

yang lebih peting untuk daerah pemulihan dibagidalam

sejumlahbesardiistrikdanjumlahwakilrakyatdalom Dewan

Perwakilan Rakyatditentukan oleh jumlah distrik.Dalam

pemilihnumum legislatiftahun 2014,untuk anggota Dewan

Perwakilan Daerah pesertanya perseorangan mengunakan

sistem distrik.

2.Sestem Perwakilan Berimbang (Multi-memberconstituency)

yaitu mempunyaibeberapawakildisauatu pemilihan dalam
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satuwilayah,biasanyadinamakanprorpartionalrepresentation

atau sistem perwakilan berimbang.Mengapa mengunakan

sstem inidikaraenakansistem perwakilaninginmengubah

kelehansistim distrik.Mempunyaigagasanpokokyangdapat

memperoleh suatukedudukan dalam setiap pemilihan dan

memperolehjabatanyangsuseuadenagnjumlahpelihanyang

memilihsuatupartaipolik..Untukkeperluaninidiperlukansuatu

pertimbangan.JumlahtotalanggotaDewanPerwakilanRakyat

ditentukanatasdasarPertimbangandimanasetiap daerah

pemilihanmemilihsejumlahwakilsesuaidenganbanyakyya

pendudukdalam daerah.

2.3.4. HakPilihDalam Pemilu

Didalam suatu asas setiap rakyat memupunyaihak untuk

memberikansuaranyadalansetiappestademokrasimemupunyaihak

mengikutsertakandalam setiappestademokrasi.Adapunbeberapa

istilahmengenaihakmasyarakat,yangterdiridari:

1.HakPilihAktif(hakmemilih)

2.HakPilihPasif(hakmemilih)

SemuarakyatnegaraIndonesiayangpadaharipengumutnsuara

ssudh berumurtujuhbelastahunataulebihatausudaah/pernah

kawin,yangmemilikihak memilih.Seorangwargaindonesiayang

telahmemilikihakmemilih,barubisamengunakanhaknya,apabila
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sudahterdaftarsebagaipemilih.Seorangyaangtelahmempunyaihak

memilih,harusmempunyaiipersyaratan:

a.Tidaktergaangujiwa/ingatanya

b.Tidak sedang dicabut hak pilinya berdasarkan

putusanPengadilan yang telah kempunyaikekuatan hukum

tetap,sebaiknyaseorangwarganegaraIndonesiaayangtelah

terdaftar dalam daftaar pemilih tetap (DPT).,kemudiaan

ternyatatidallagimemenuhipersayaratantersebutatas,tidak

dapatmengunakanhakmemilinya.

2.3.5. KampanyeDalam Pemilu

Kampanyedilakukanolehsetiapparacalonyangakanmajudandi

dukung oleh penyelenggarakampanyesertaoleh pesertakampanye.

PelaksanaankampanyeterdiriatasPartaiPolitik,calonanggotaDPR,

DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kotasertajurukampanyedan

satgas.Pesertakampanyeadalahwargamasyarakatpemilih,sedangkan

yangdimaksudpenyelengarakampanyemerupakansetiappendukung

dariberbagaiparpoldanjurubicarasetappasanganyangmemfasilitasi

pelaksanaantersbut.Penyelengaraankampanyeharusdidaftarkanpada

KPU,KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPSdanPPLN sesuai

dengantingkatannya.Pendaftarankampanyeiniditembuskankepada

Bawaslu,Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota meliputivisi,

misipertaipolitikmasing-masing.Metodekampanyeyangdilaksanakan
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olehpesertapemiluadalahdalam bentuk.

a)Pertemuanterbatas

b)Tatapmuka

c)Penyiaranmelaluimediacetakdanmediaelektronok

d)Penyebaranbahankampanyekepadaumum

e)Pemasanganalatpraga

f) Rapatumum dan

g)Kegiatanlainyangtidakmelanggarperaturanperundang-undangan.

Penyelengaraankampanyemerupakanbentukpertemuanterbatas,

tatapmuka,penyebaranmemalauimediacetadanmediaelektronik,

penyiaranmemaluiradiodan/atautelevisi,bahankampanyeyangdi

sebarkankepadasemualapisanmasyarakat,yangbisadilaksanakan

sejaktigaharikerjasetelahpeertapemiluditetapkansebagaipeserta

pemilu sampaidengan dimulainya masa tenang.Sedangkan rapat

umum,dilaksanakansetelah21harikerjasebelum haridantanggal

pengumutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk

mengetassimasalah“mencurustar’’

2.3.6. DemokrasiDanPemilu

Didalam kontekspemilihanumum,jalannyademokraasibiyasanya

tidak sesuai dengan kengininan dan mengecewakaan hasilnya
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mengingatsebagiandarirakyatyangmemilikipendidikanyang sangat

rendahkarenahalitu,banyakmasyarakathanyamenjdipendungyang

tidakmemahamiartidaridemokrasidandimanfaatkanolehsebagian

parpolyang hanya mementikan keinginan pribadinya sendiriatau

kelompok.Lebihsangatmirisjikademokrasibisadibelidenganuang,

dikarenakan kemiskinanan masyaratdan pengaetahuan yang sant

minim dankedaulatanrakyatyangmerupakanrohdemokrasitelhdi

bajak,dirmpasdandibunuholehparaelitepolitikdengansenjatauang.

Demokrasisyartdengannilai-nilai.Nilai-nilaiitumeliputi:

1.Salah satu syarat menjadidasar darisebuahkehidupan yang

berdemokrasiialah kejujuran.Sebuah perintahan seharusnya

seecara jujur dalam menjalani kebijkan serta pertangung

jawabannya.Penilaian iniseharusnya mmulitercermin dalam

sistem pemilihanyangmerupakanfaseeawaldaripelaksanaan

demokrasi.Aspirasirakyathendaknaydismapaikansesuainurani

tanpadipengarunivariabal-variaballainya.

2.Pembebasan demokrasimenjamin kebebasaanwarga untuk

mengeluarkan pendapat.Setiap wrga bebas berkumpldan

berorganisasisebagaiwujud ekspresikebebasanay.Masyarakt

bebaasberpartisiipasisesuaikenendaknay.Pembatasanterhadap

kebebasanwargamerupakanpraktikantidemokrasi.

3.Kepatuhaandemokrasimemiilikiniilai-nilaiyangharusdipatuhii.
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Nilai-nilaitersebut,atauyanglebihdikenalruleoflaw,menjadi

penjagaagarkebebasanberlangsungtertib.kepatuhaanterhadap

ruleoflawakanmenimalisirteerjadinayachoasdalam kehidupan

demokrsi.

4.Setiapmasyarakat memilki kesamaan dan mempunyai

kedudukanyangsamadarisemuabidangkehidapan.Mempunyai

ketundukanyabgsamadidepanhukum.Dalam bidang politik

setiap masyarakatharusmemilikihakyangsama,baikhakuntuk

memilih untuk memilih ataupun dipilih.Dibidang ekonami

memilikihakyangsamauntukmemperolehpenghidupanyang

layak.Dibidangpendidikan memilikikesemptan yaang sama

daalam memperolehpendidikan.

5.Teloransiperbedanpendapaatadalhmemilikikewajarandalam

raktik demokrasi.Penghargan terhadaap perbedan pendapat

merupakanslahsatunilaipentingbagitumbuhperkembangan

demokrasi.Ketiadaansuatupenghargaanterhadappendapatdan

hakasasioranglainmerupakanpemaksaan.

6.Perdamian demokrasimembtasipemakain kekerasan sampai

ketingkat minimum dalam menyelesaiakn perselisiahan.

Penyelesaian perselisiahan dilakukkn dengan damaidan secara

melembaga. Perubahan di lakukan secara daamai dan

menghindariterjadinyaanarkisme.
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7.Fatoen/Tata Krama demokrasijuga mengidahkan fatsoen/tta

kramadalam presesnya.Demokrasiakantumubuhsehatjiakpara

pihakmenjunjungtinggietikademokrasi.Penyampainpemikiran

yang objektif,sopan,dan serta tidak cenderung menimbilkan

fitnahmerupakancermindarikedewasaandalam berdemokrasi.

Dasarkonstitusionaldiselengrakaannyapemiluterdapat1ayat

dalam pasal(2)Undang-UndangDasarNegaraRepblikIndonesiaTahun

1945(UUD1945)yangmenugaskanbahwa“Kedaulatnadalahditangan

rakayatdan dilaksanakan menurutundang-undang dasar.’’Artinya

dalam sitem pemerintahan,negaraharusmementingkankedaulatan

rakyat.Dalam paham kedaulatanrakyat(demorcracy),rakyatlhyang

dianggpsebagaipemilikdanpemegangkekuasantertnggidalam suatu

negara. Pemilihn umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan

kedaulatanrakyatyangdilaksanakansecaralangsung,umum,bebas,

rahasia,jujur,danadildalam NegraKesatuanRepublik.

Indonesayang berdasarkn asasPancasladan Undang-Undang

DasarNegararepublikIndonesiaTahun1945.Yangdimaksuddengn

langsung,umum,bbas,rahasia,jujur,danadilialah:

a.Langsung,dapatdiartikansetiap masyarakatmempunyaihak

untukmemilihdanmemberikansetiapsuaranyauntukmemilih

dengansecaralangsungdantanpapaksaansesuaidenganapa

yangdinginkantanpaharusmemilikiwakiluntukmemilih.Umum,
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merupakandasaryangharusdimilikiolehsemuawarganegara

yangmemenuhipersayaraatansesuaidenganundang-undangNo.

23Tahun2003berhakmengikutipemilu.Pemilhanyangbersifat

umum mengadungmaknamenjaminkesempatanyangberlaku

menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi

berdasrkan suku,agama,golongan,jeniskelamin,kedaerahan,

pekerjaan,satatussocial.

b.Bebas,dapatdiartikansemuamasyarakatberhakuntukmemilih,

danbebasmenetukanpilihantanpatekakandanpaksaandari

siapapun.Didalam melaksanakanhaknyasetiapwarganegara

dijamin keamananya sehingga dapatmemilih sesuaidengan

kehendadanhatinuraninya.

c.Rahasia,merupakanpengertiandarimemberikan setiapsuara

dalam pemiliihdanjaminbaahwapilihanyatidakakandiketahui

oleh pihak manapun dan dengan jalaan aapapun,.Pemilih

memberikansuaranya pada suratsuara dengan tidakdapat di

ketahuaiolehoranglainkepadasiapaunsuranyadiberikan.

d.Jujur, dapat diartikan penyelengaraan pemilu, seetiap

penyelengara pemilu aparat pemerintah,pasangcalon,partai

politik,tim kampanye,pangawaspemilu,sertasemuapihakyang

terkaitharusmempunyaisikapdanbertindakjujursesuaidengan

peraturanperundang-undangan.
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e.Adil,merupakan penyelengaraan pemilu,setiap penyelengara

pemiluudansemuapihakterkaitharusbersikapdanbertindakadil.

Pemilihdancalonharusmendapatkanperlakuanyangadilserta

bebasdarikecuranganpihakmanaapun.

Secaraluaspergantiankekuasaanmemilikiprosesyangsangat

panjang dan dilakukan secara damaidalam pergantian pejabat

pemerintah,yangdilakukansecaraberaturanyangdisesuaikandengan

prinsip-prinsipyangdigariskanolehkonsitusi.Dalam prakteknya,pemilu

merupaakaan kegiatan politik disuatu negara dalam rangka

mewujudkandemokras.

Pemilihan umum di selengaaraakaan seacra berkalaa di

karenakaan oleh beberapasebab.Pertama,pendaapatatau aspirasi

rakyaatmengenayiberbaagaiaspeek berkehidupan bersama-sama

dalam masyarakatbersifatdinamis,danberkembangdariwaaktuke

waktu.Didalam jangkatertent,dapatsajaterjadibahwasebagianbesar

rakyatberubahpendaapatnyamengenaisesuatukebijaakannegara.

Kedua,disaampingpendapatmasyarakatdapatberubahdariwaktu

kewaktu,kondisikehidupanbersamadalam rakyatdapatpulaberubah,

baikdikarenadinamikaduniainternasionalataupunkarenabeberapa

faktor dalamnegara sendiri,baik karen faktor internalmaanusia

maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubaahan-

perubahan asprasidan pendapatrakyatjugadimungkinkanterjadi

karenapertambaajahaan jumlah pendudukdan rakyatyang belum
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dewasa.

Pemilihpelulahataupemilihbaruyangbelum tautentangpesta

demokrasidanmungkinbelum tentumemilikisikapbertanggungjawab

dalam setiap pilihanya.Keempat,pemilihan umum perlu diadakan

secarateraturmaksudmenjaminterjadinypergantiankepemimpinan

negara,baikdicabangkekuasaaneksekutifmaupunlegislative.

2.4LandasanHukum Pemilu

Berikutiniadalahlandasanhukum pemilu:

1.Undang-UndngNomor7Tahun2017TentangPemilihnUmum.

2.PKPUNomor7Tahun2017TentangTahapan,Program,danJadwal

PenyelengaraanPemilihanUmum Tahun2017.

3.PKPUNomor5 Tahun 2018 Tentang Perubahn Atas Peraturan

KomisiPemilihanUmumNomor7 Tahun2017TentagTahapan,

Program,danJadwalPenyelengaraanPemilihanUmum Tahan2019.

4.PKPU Nomor14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorngan

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

5.PKPU Nomor15Tahun2018TentangNorma,Standar,Prosedur,

Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusiian Perlengkapan

PenyelengraanPemilihanUmum.



27

6.PKPUNomor20Tahun2018TentangPenca;onanAnggotaDewn

Perwakilan Rakyat,Dewan Pewakilan RakyatDaerah Provinsi,

DewanPerwkilanRakyatdaerahKabupaten/Kota.

7.PKPU Nomor21Tahun2018TentangPerubanPeraturanKomsi

Pemilihan Umum Nomor14 Tahun 2018 tentaang Pencalonan

PerseoranagnPesertaPemilihanUmum AnggotaDewan Perwkiln

Daerah.

8.PKPU Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pencolanan Peserta

PemilihanUmum PresidenDanWakilPresiden.

9.PKPUNomor23Tahun2018TentangKampanyePemilihanUmm.

10.PKPUNomor24Tahun2018TentanagDanaKampanyePemilihan

Umum.

11.PKPU Nomor26Tahun2018TentangPerubahanKeduaAtaas

Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018

Pencaloan Perseorangan Peserta Pemiliihan Umum Dewan

PerwakilanDaerah.

12.PKPUNomor28Tahun2018TentangPerubahanAtasPeraturan

KoisiPemilihanUmumNomor23Tahun2018TentangKampanye

PemilihanUmum.

13.PKPUNomor29tahun2018tentangPerubahanAtasPeraturan

KomisiPemilihanUmum Nomor24Tahun2018TentangDana
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KampanyePemilihanUmum.

14.PKPU Nomor30 Tahun 2018 Tetang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Pencalonan Perseorangan Peserata Pemilihan Umum

AnggotaDewanPerwakilanDaerah.

15.PKPUNomor21Taahun2018TentagperubahanAtasPeraturan

KomisiPemilihanUmumNomor20Tahun2018TentangPencloan

AnggotaDewanPerwakilaanRakyat,DewanPerwakilanRakyat

Daerah Provinsi, Dan Dewan Perawkilaan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota.

16.PKPU Nomor32Tahun2018TentangPerubahaanKeduaAtas

PeraturanKomisiPemilihaanUmunNomor7Tahan2018Tantang

Tahapan,Program DanJadwalPenyelengaraanPemilihanUmum

Tahun2019.

17.PKPU Nomor33 Tahun 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas

PeraturanKomisiPemilihanUmum Nomor23Tahun2018tentang

KampayePemilihanUmum.

18.PKPU Nomor34 Tahun 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas

PeraturanKomisiPemilihanUmum Nomor24Tahun2018Tahun

2018TentangDanaKmpaanyePemilihanUmum.
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2.5KerangkaPikir

-Undang-UndangNomor7Tahun2017Tentang

PemilihanUmum

-PutusanMahkamaahKonstitusiNomor59/PUU-

XVII/2019

LaranaganMantanNarapidanaKorupsi

MenjadiCaloonAnngotaLegislatifSetalah

PutusanMahkmaahKonstitusiNomor
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2.6DefinisiOprasionl

1. Analisisadalahusahadalam mengenaisesuatusecaramendetail

dengancaramenguraikankomponen-komponenpenbentukanya

1.keputusanMahkamaah

Konstitusisebagaidasar

hukum

2.Kesamaanpandangan

instansi,sertaaparat

penegakhukum tentang

penghapusankorupsi

3.Masyarkatsebagaipilar

demokrasi

1.Perilakukoruptif

legislator

2.Penegakanhukum

terhadapparakoruptor

3.Efekjeraterhadap

penegakhokum atas

tindakankoripsianggota

legislativ

4.Perkembanganbudaya

Terwujudnyapencegahandan

pemberatansantindakpidanakorupsi

yanagterintegritasipadasegala

bidangkorupsi
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ataumenyusunkomponentersebutuntukdikajilebihlanjut.

2. Implikasiadalahakibatyangterjadikarenasuatuhalmisalnya

penumuanataukarenahasilpenelitian.

3. Legislatif merupakan kelembagan yang memilikitugas dan

wewenanguntukmerumuskandanmembuatperaturan,kebijakan,

danUndang-UndangsuatuNegara.

4. Eksekutifadalahsalahsatucabangpemerintahanyangmemilikki

kekuasaandanbertanggungjawabuntukmenerapkanhukum.

5. Referendum adalah suatu proses pengumutan suara semesta

untukmengabilsebuah keputusan,terutama keputusan politik

yang memengaruhisuatu negara secara secara keseluruhan,

misalnyasepertiadopsiatauamandemenkonstitusiatauundang-

undangbaru,atauperubahanwilayahsuatunegara.

6. CivilSocaetyadapatdiartiaknsebagaisuatumasyarakatyang

beradabdalam membangung,menjalin,danmemaknaikehidupan.

7. Demokrasimerupakanperlehatanuntukrakyatuntukmenentukan

pilihanterhadapsetiapcalonpemimpinyangmerekainginkandan

mejadiajangterhadapsetiappartaipolitikunjukmeujuksetiap

wakilnyauntukmajudalam pestademokrasitersebut.

8. Ideologyadaalahkumpulanide-idedasar,gagasan,keyakinandan

kepercayaanyangsifatnyasistematissesuatudenganarahdan
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tujuanyangdicapaidalam kehidupannasionalsuatubangsdan

negara.
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BABIII

METODEPENELITIAN

1.1.JenisPenelitian

Untuk memabas permaslahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Penulismengunakantipepeneletianhukum (normatif)denganmengunkan

pendekatanperundang-undangan(satatuta).

Pendekatan perundang-undangan yakni dengan meneliti semua

peraturanyangmengaturmasalahyangterkaitdenganundang-undang

pemilusebagaisalahsatumuatanputusandalam perkarapemilu.Halini

bertujuanuntukmenentukansingkronisasiantaraketentuanyangsatu

denganketentunyangsatudenganketentuanhukum.

1.2.JenisdanSumberBahanHukum

Jenisdaansumberbahanhukum yangdigunakandalam peneletian

iniadalahdatasekunderyaitudatayangdiperolehdarihasilpeneletian

dankajianbahanpustaka.

Dan dapatdisebutjuga data teoritis dan bersifattidak langsung

diperoleh melaluipenelitian keputusan (libraryresearch)referensi-

referensiteoritisperaturanperundang-undangan,dandoktrin-doktrin

dariberbagaipakarhukum.
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1.3.TeknikPengumpulanBahanHukum

Datadalam penelitianinidiperolehdenganmengunakan:

a.Bahanhukum primeryaitubahan-bahanhukum yang

1.Normaataukaedahdasar,yaknipembukaanUndang-undang

Dasar1945

2.Peraturanperundang-undanga:

a) Undang-undangNomor7Tahun2017TentangPemilihan

Umum.

b) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan

Angota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan perwakilan

RakyatDaerahProvinsi,danDewanPerwakilanRakyat

Kabupaten/Kota.

c) PKPUNomor31Tahun2018TentangPerubahanAtas

Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor20 Tahan

2018 Tentang Pencalonan AnggotaDewan

PerwakilanRakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Kabupaten/Kota.

b.Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

menjeleskan tentang bahan hukum primeryang sifatnya tidak

terkait.Misalnyabuku-buku,pendapatparaahlihukum,nilai-nilai

penelitianseprtijurnal,ataupunmakalah-makalahdiseminaratau

artikelyangdiperolehdariinternetyangberkaitandengansetiap

penelitianini.DanpengeritanlaindariBahanhukum sekunder

adalah yang memberikan penjelasan mengenaibahan hukum

primer,diantaranya hasil-hasilpenelitian,hasilkarya kalangan

hukum,jurnaldandoktrin.

c.Bahan huum tersieradalah bahan hukum yang memberikan

petunjukmaupunpenjelasanterhadapbahanhukum primerdan

bahanhukum sekundersepertikamus,ensipolopedia,internetdan

lainsebagainya,yangberkaitandenganpenelitianin

1.4.AnalisisBahanHukum

Datayngtelahdiperolehdarihasilpeneletianberupadatasekunder

yang berupa perundang-undangan,artikel,buku,yang menelaah teori

tentanganalisishukum disingkronkandalam kaitannyadenganpenerapan

dalam putusanperkarapemilu.Singkronisasiantardatasekunderdan

putusn pengadilan kemudian kedudukan hukum terhadap larangan

mantanx-korupsimenjadicalonangotalegislatifdalam penerapanyapada

putusandianalisisdenganmengukanteknikanalisisdatakualitaf.
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BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1.Kedudukan Mantan Narapida KorupsiDalam Pemilihan anggota

legislatifsebelum dansesudahputusanMahkamahKonstitusiNomor

59/PUU-XVII/2019

4.1.1. kedudukan mantan narapidana korupsi dalam pemilihan

anggota legislatif sebelum putusan Mahkamah KonstitusiNomor

59/PUU-XVII/2019

Kedudukan hukum mengenaipersayaratan seorang warga negara

padapatmenjadicalonanggotalegislatiftelahdiaturdalam Undang-

UndangNomor7Tahun2107tentangpemilihaumum,jauhsebelum

PKPUnomor20Tahun2018ditetapkanolehkomisipemilihanumum

(KPU).Dalam pasal240ayat1hurufgdinyatakanbahwabakalcalon

Dewan Perwakilan Rakyat(DPR),Dewan Perwakilan RakyatDaerah

Provinsi(DPRD),danDewanPerwakilanRakyatDaerahKabupatenkota

(DPRD Kab/Kota)adalah warga Negara Indonesia yang diharuskan

memenuhisyarattidakpernahdipidanapenjaraberdasarkanputusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kareana

melakukan tindakpidanayang diancam dengan pidanapenjaralima

tahunataulebih,terkecualisecaraterbukadanjujurmengemukakan

kepadapublukbahwayangbersangkutanmantannarapida.Daripasaldi

atasmempunyaimakna.Pertama,seseorangmantankoruptormasih
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dapatmejadicalonanggotalegislatifsepanjangtidakpernahdijatuhi

hukumanpenjaranlimatahunataulebihdanbukansedangdicabuthak

pilihnya oleh putusan pengadilan.Kedua,sesorang mantan koruptor

tetapdapatmecalonkandiridiridipemilihanumum legislatifsepanjang

maumengakuisecaraterbukadanjujurdidepanpublikbahwadiaadalah

seorangmantanterpidanakasuskorupsi.4

4.1.2kedudukanmantannarapidanakorupsimenjadicalonanggota

legislatif sebelum adanya putusan Mahkamah KonstitusiNomor

56/PUU-XVII/2019

Sebelum Mahkamakonstitusimengeluarkanputusantentangmantan

terpinadakorupsibisamecalonkandirimenjadianggotalegislatif.Masih

banyak pertentangan tentang hal tersebut karena KPU telah

mengeluarkanPKPUnomor20tahun2018tentangpencalonananggota

DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada

tanggal30juni2018.Dalam pasal7ayt1hurufhdangdisebutkan

bahwabakalcalonanggotaDPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota

adalahwarganegaraindonesiadanharusmemenuhipersyaratantidak

pernahsebagaiterpidanaberdasarkanputusanpengadilanyangtelah

memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana

penjara 5 tahun atau lebih berdasrkan putusan pengadilan yang

berkekutan hukum tetap,bukan mantan terpidana bandarnarkoba,

4Pasal24cUndang-UndangNegaraRepublukIndonesiaa1945
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kejahatanseksualterhadapanakataukorupsi.5

PKPU nomor20tahun2018mempunyairasionalyangsangatkuat,

setidanyajikamelihatdarisudutpandang yangberbedayaitusudut

padangotoritasataukewenanganinstitusidansudutandangsubstansi

materiregulasi.Yang pertama,darisudut pandang otoritas atau

kewenangan institusi,PKPU dibuatoleh lembaga yang memiliki

kewenaganyangmutlakdalam melaksanakansemuatahapanpemilihan

umum.Dalamaundang-undangnomor7tahun2017tetangpeiludan

pasal13 tetang kewenangan KPU disitu menjelaskan bahwa KPU

memilikisekianbanyakkewenaganuntukmenetapkanperaturanuntuk

setiaptahapanpemilu.

Dariprosespencalonancalonanggotaleguslatifbagiandaritahapa

yangharusdiaturolehKPUsebagailembagaindenpendenyangdiberikan

mandatuntukmenyelengarakanyanglangsung,umum,bebas,rahasia,

jujurdanadil.Sangatlahtetapdanjugasangatrasional,suatuperaturan

tentang tahapan pemilu dan dibuatatau dikeluarkan olehsetiap

kelembagaanyangmemilikitugasutamasebagaipenyelengarapemilu.

JikaKPUtidakdiperbolehkanuntukmenyusuntahapanatautehnisdari

pemilu,lalu siap yang akan membuatnya atau menyusun tahapan

tentangpemilu.

Sudutpandangyangkedua,dilihatdarisubstansiregulasi.Memang

5 http//m.fillis.id/?/ini-isi-PKPU-nmor-20-tahun-2018diaksespada:rabu,pukul:00:00
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sebagaian ada yang menyatan bahwa PKPU tersebutbertentangan

denagan perundang-undanagn nomor7 tahun 2917 tentang pemilu.

Undang-undangnomor7tahun2017,pasal182tetangsyaratcalon

pesertapemiluperseoranganseacaratekstualmembolehkanmantan

terpidanayangancamanpindanya5tahunataulebihuntukmajusebagai

calon anggota legislatifdenagn persayaran sanggup mengemukakan

seacarjujurkepublikbahwadirinyasebagaiXkorup.Yangdimaksudkan

mantannapidalam pasaltersebutberlakusemuajenistindakpidana

apaupusn asalkan perbuatanya diancam penjara 5 tahun ataulebih.

Diseluruhpasaldalam undang-undangnomor7tahun2017tidakada

yang mengaturatau memperbolehkan terpidana bandar narkotika,

kejahatanseksualterhadapanakdankorupsiyangakanmajusebagai

bakalcalonlegislatif.Dikarenakantidakadaregulasiyang mengatr

secra jelasmaka KPU yangmemiliki otoritas penuhdalam hal

penyelengaraan pemilu berihtiyaruntuk mengaturseacra detaildan

tehniskhususkepadaketigamacam terpidanayaituterpidanabandar

narkotika,kejahatanseksualterhadapanakdankorupsi.

InisiatifKPUmengatursecaradetaildikarenakan tigatindakanpidana

tersebut,masukkategoirikejahatantindakpidanaluarbiasayaitusuatu

jieniskejahatanatautindakaanyangmempunyaidampaknegatifyang

sangat luas bagi kelangsungan hidup suatubangsa. Berdasarkan

PerppuNo.1tahu2016terdapatbeberapatindakpidanayangdiiyatakan

sebagaikejahatanluarbiasayaitutindakpidanakorupsi,tindakpidana
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terorisme,tindak pidana penyalagunaan naarkotika danpsikotropika

sertatindakpidanaakekerasanseksualterhadapanak.Menjaadisangat

wajaardansudahseharusnya,sesuatukejahatanyangluarbiasaharus

diikutideangan sikap atau komitmen yang luarbiasa yang sudh

ditunjukanolehKPU denganmengeluarkanperaturanyang melarang

mantanterpidanayangmasukkategosrikejahatanluarbiasayangikut

andildalam kompetisissebagaicalonpejabatpublikyangnantinyaakan

menjadicontohbagiseilurhbangasaindonesia.6

Banyakpolemikdalam pertauran PKU nomor20 tahun 2018 tidak

sedikitdaribeberapapakarhukum danpolitikyangmenyetujitetang

peraturantersebutdanadajugayangtidakmenyetujuitentangperaturan

tersebutdikarenakantelahmelanggaranhakdarisetiapwarganegara

yang berhak dipilidan memilih.Dikarenakan peraturan tersebut

sbertentangandengan undang-undang nomor7 tahun 2017 tentang

pemiilihanumum danpasal240ayat(1)hurufgundang-uandangpemilu

menyaakan seorang mantannarpidana yang telah menjalanimasa

hukuman selama lima (5)tahun ataulebih boelh mencaalonkan diri

sealam yang bersangkutan telah mengumumkan pernah bersatatus

sebagaiterpidana.

Daripolemik yang terjadibanyak halyang harus dibahas dalam

peraturanKPUnomor20tahun2018,salahsatunyaadalahmelindungi

6http/www.kompasinasi.com/muchith/5b4073cof133446ba6144e92/memaknai/-pkpu-
nomor-20-tahun-2018.Diakses:rabupukul:0:09
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hakasasimaanusai(HAM)darisetiap kepentinagan politik,setiap

masyarakat doilindungi haknya ketika berserikat dan berkumpul

dengaanoranglainuntukmenadirikapartaipolitkdantujuannyabersaing

dalam pemilihanumum.Bahkandipemerintahdalam konstitusisendiri

bahwakedaulatantertinggiadaditanganrakyatsebabyangbenar-benar

berdualatadalahrakyatpelaksanaanyaberdasarkaUndang-Undang1945.

Dengan kata lain,pembatasan hak setiap warga negara bersatus

manatannarapidanasejatinyakoruptorsendirimerupakanbagiandari

rajyatitusendiriyangmemegangkedaulatantertinggitelahdibatasi

dalam menjalakanhakpilihataupundipilih.Halitudilarangterkecuali

hakpolitikdibererhentikanolehpengadilan.Tidakmengherankanjika

HAMmerupakan daser yang dimilki manusia sejak lahir. Maka

terjaminnya negara harus medeklarasikan dalam bentuk tulisan di

konstitusinya(UUD45).7

Dalamketentuanpasal1angka(1)Undang-undangNomor39tahun

1999tentang HakAsasiManusia.Manusiadisebutkanmemilkihakyang

memelaktpadahakekatdankeberadaanmanusiasebagaimakhluktuhan

yang wajib dihormati,dijujungtinggidan dilindungioleh negara,

hukum,pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia. Adanaya kelengagan

mendapatkanhaksipaildanpolitik,sosial,ekonomi,danbudaya,bahkan

hakkelompokperempuan,anak,sertamasyarakatadatsemuaitutelah

7JimlyAsshiddpeiqiepengantarilmmuhukum tatanegara,Jakarta:RajawaliPers2011.
Hlm 343
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dijaminolehundang-undang.Secarajelashakasasimanusiamerupakan

haksangatmutlak(kodrati)danpalingmendasaryangmelakatpada

setiapmanusia.8

Walapunbegitumantanterpidanakasuskorupsiharusmendaptakan

perlakuankhusus kareana melakukan kejahatan luarbiasa.Langkah

progresifyangdilakukanKPUmerupakanupayapemberantasankorupsi

dalamrangka menciptakan pemerintahan yang bersiih memalui

pemilihanlegislatif.9

4.1.3 Kedudukan Mantan Narapida KorupsiDalam Pemilihan Calon

Legislatif Sesudah Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 59/PUU-

XVII/2019

SetelahadanyaputusanMKyangmemutuskanmantanterpidana

korupsiyangdiizinkanmencalonkandirisebagaicalonnggotalegiislatif

dan dibatalkannya pasal4 ayat(3)PKPU adalah melegalkanmantan

terpidana apapun mencalonkan dirisebagaicalon anggota legislatif.

Narpidana itu tidak sebetas pada kejahatan kasus korupsi saja,

namunberlakuuntuksemuapelakukejahatanbaikseksualterhadapanak,

danbandarnarkotika.

Karenaseorangyangtelahmenjalaniihukumaandankeluardari

penjara atau lembagapermasyarakatan pada dasarnyaadalah orang

8MexsasaiindraDinamikahukum tatanegaraIndonesia,Bandung:RefitaAdituma2011.
Hlm 167
9Pkpunomor20tahun2018TentangPencalonanAnggotaDPR,DPRDProv,DPRD
Kab/Kota.
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yangtelah meneyesaliperbuatanya,telah bertaubat,dan berjanjiuntuk

tidak mengulangailagipebuatanya.Denagan kata lain,seseorang

maantan narapidanayang sudah bertaubattersebut tidak tepat jika

diberikanhukumanlagisepertiyangditentukadalam pasal7hurufgUU

nomor8tahun2015.

Dengan persayaratan terbukadan jujurdarimantan narapidana

yangtelahdiketahuiolehmasyarakatumum tersebutmakadikemabalikan

lagikepadamasyarakatataurakyatsebagaipemilihuntukmemeberikan

suaranyakepadacalonyangmerupakanseorangmantanterpidanaaatau

tidakmemberikansuaranyakepadacalontersebut.

4.2 PertimbaganHakim Dalam PutusanMahkamahKonstiusiNomor

56/PUU-XVII/2019

Menimbiangbahwaberdasaarkanberdasarkanpasal24Cayat(1)

Undang-Undang dasar Negara Republik Indoneesia Tahun1945

(selanjutnay disebutUUD 1945),pasal10 ayat(1)hurufa Undang-

UndangNomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi

sebagimaanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor8Tahun2011

tentangperubahanAtasUndang-UndangNomor24Tahun2003tentang

MahkamahKonstitusi(Leemabaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor70,TambahLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5226selanjutnyadisebutUUMK),danpasal29ayat(1)hurufaUndang-

UndangNomor48Tahun 2009tentangKekuasanKehakiman(Lembar
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NegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor157,TaamabahLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5076),Mahkamahberweenang,antara

lain,mengadilipada tingkatpertama dan terakhiryang putusananya

bersifatuntukmengujiundang-undangterhadapUUD1945;

Menimbangbahwa berdasarkan psal51ayat(1)UU MK beserta

penjelasanya,yang dapat mengajukanpermohonan penguji Undang-

UndangterhadapUndang-Undang1945adalahmrekayangmengangap

hakdan/ataukewenangan konstutisionalnyayangdiberikanolehUndang-

Undang1945dirugikanolehberlakunyasuatuUndanga-Unadangyaitu:

a.Peroranganwarga Indonesia (termasuk kelompokorang yang

mempunyaikepentinagansama);

b.Kesatuanmasyarakathukum adatspanjangmasihhidupdansesuai

dengan perkembangan masyarakatdan prinsip NegaraKesatuan

RepublikIndonesiayangdiaturdalam Undang-Undang;

c.Badanhukum publikatauprivat;ataau

d.Lembaganegara;

Denagan demikian,permohonandalam pengujian undang-undang

terhadapUndang-Undang1945harusmenjelaskanterlebihdahulu:

a.Kedudukanyasebagaipemohonsebagaimanadimaksuddalam

pasal51ayat(1)UUMK;
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b.Ada tidaknay anggapan kerugian hak dan/atau kewenagan

konstitusionalyang diberikan Undang-Undang 1945 yang

diakibatkanolehberlakunyaUndang-Undangyangdimohonkan

pengujiandalam kedudukansebagaimana dimaksudpada

hurufa;

Menimbangbahwasetelahmembacasecarasaksamapermohonan

para pemohon beserta bukti-buktiyang di ajukan,terhadap pokok

permohonanMahkamahmempertimbangkansebagaiberikut;

a. Bahwa terdapat norma undang-undangyang esensi

materi/muatanayasebagimanamemuatklusulaataufrasasebagaimana

yangtermuatdalam pasal7ayat(2)hurufgUndang-UndangNomor10

Tahun 2016,yaitu frasa “tidak pernah sebagaiterpidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetapataubagimantanterpidanatelahsecaraterbukadanjujur

mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan

terpidana”dansebagiandarifrasatersubutyaknisepanjangfrasa“tidak

pernahsebagaiterpidanapenjaraberdasarkanputusanpengadilanyang

telah memeperoleh kekuatan hukum tetap”telah pernah diujidan

putusan oleh mahkamah memaluiputusan Mahkamah Konstutusi

Nomor71/PUU-XIV/2016.Bahwasebelum berlakunyaUndang-Undang

Nomor10Tahun2016normayangserupapernahpuladiputuskanoleh

mahkamah,norma yang dimaksud adalah norma yang terkandung

dalam pasal7 hurufg Undang-Undang Nomor8 Tahun 2015 yang
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menyatakan,” tidak pernah di jatuhi hukuman pidana penjara

berdasarkanputusanpengdilanyangtelahmemperolehkekuatanhukum

tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan

pidanapenjara5(lima)tahunataulebih”.

b. Bahwanamun demikianpenting untuk ditegaskan pertimbangan

hukum Mahkamahyangmenyatakanpendiriannyatersebutsebagiamana

termuat dalam paragraf yang berkaitan dengan putusan

MahkamahKonstitusiNomor4/PUU-VII/2009,bertanggal24Maret2009,

sesungguhya merupakan penegakan terhadappendirian Mahkamah

dalamputusansebelumnya.

4.2.1PertimbanganHakim Dalam PutusanMANomor55P/HUM/2018

Menimbang,bahwamaksud dantujuaan permohoanan keberiatan

hakujimaterildaripermohonanadalahsebagimanadaripemohonadalah

sebagaimanatersebutdiatas;

Menimbang,bahwayangmenjadiobjekpermohonankebreratanhak

ujimaterilpermohonanadalahperaturankomisipemilihanumum Republik

IndonesiaNomor20Tahun2018tentangpencalonananngotaDewan

PerwakilanRakyat,DewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi,danDewan

PerwakilanRakyatDaerahKabupaten/Kota,(videbuktiP-2).

Bahwa sebelum Mahkmah Agung memprtimbangkan substansi

permohonan yang diajkan oleh pemhon, terlebih dahulu akan

mempertimbangkanapakahpeohonaquomemeuhipersasyaratanformal,
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yaitu mengenaikewenagan Mahkamah Agung untuk mengujiobjek

permohonan keberatan hak ujimateril,dan kedudukan hukum (legal

standing)pemohonuntukmengajukankeberatanhakujimateril.
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BABV

PENUTUP

4.1Kesimpulan

Berdasarkanpadauraianhasilpenelitiandanpembahasantersebut

diatasmakadapatdisimpulkanhal-halsebagaiberikut:

1.Ketikamembuatsuatuperaturanatauperundang-undanaganharus

merujukkeperaturanyangsemestinyaatauundang-undang1945

agarsetiap perturan yang dibuattidak bertentangan dengan

peraturan lain. Dan bisa menjadi rujukan setiap membuat

keputusanapalagimemebuatperaturantentangaterpidanakasus

korupsiyang ingin menjdaicalon anggotalegislatiflebih harus

berhati-hatilagikarenainimembahastetang haksetiap warga

negarayangseharusnyamemilikhakyangsamadimatahukum.

Terkecualiseseorang yang telah dicabuthak politiknya oleh

putusanpengadilanyangberkekuatanhukum tetap,yangtidakbisa

mencalonkandirimenjadicalonanggotalegislatif.

2.Setiap keputusan yang di beriakan atau di putuskan oleh

Mahkamah Kosntitusidan Mahkamah Agung sudah memalalui

prosesyangpanjangdansudahmendengarkansetiapketeranagan

saksiatautermohondankausahukum termohonolehkarenaitu
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setiap putusan yang sudah dikeluarkan harus ditaatistiap

lembagayangbersangkutandenagnpemiluyaituKPU agartidak

ada lagipertentang diantarlembaga yang terkaitdalam hal

tersebut.

4.2Saran

1.Berdasarkan beberapa hal yang ditemukan dalam beberapa

penelitian,terdapatpertentanganantraPKPUnomor20tahun2018

denganUndang-undangnomor7tahun2017tentangpemilu,serata

pasal28hurufDUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia

tahun 1945,dimana peraturan bertentangan deangan Undang-

Undangyanglebihtinggi.

2.Kitaperlulebihberhati-hatidalam merumuskanperaturan-peraturan

apalagiperaturanyangtersebutdiatasberkaitandenagnhak-hak

setiapwarganegara.
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